ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA

OTONOMI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP PDRB DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA by Anwar, Ade Rosita Dwi
9 
BAB II   
LANDASAN TEORI 
A. Penelitian Terdahulu
Nuraeni (2015) yang melakukan penelitian di Provinsi Papua dengan 
judul Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 
khusus dan dana otonomi khusus terhadap produk domestik regional bruto. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple regresi Model 
analisis regresi menggunakan regresi biasa data 5 tahun yakni 2009-2013. Dari 
hasil tersebut dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t statistik kurang dari 
nila alpha 0,05 berarti signifikan atau Ho diterima.dengan hasil pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap produk domestic regional bruto.  
Gunantara (2014) dengan judul analisis Pendapatan Asli Daerah , Dana 
alokasi umum, pada pertumbuhan dengan belanja modal sebagai variabel 
pemoderasi di Bali, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model yang diolah menggunakan 
teknik moderated regression analysis dengan menggunakan data dari tahun 
2005-2011. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t 
statistik kurang dari nila alpha 0,05 berarti signifikan atau Ho 
diterima.pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan belanja modal 
berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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Laranga (2017) yang melakukan penelitian di Halmahera Utara dengan 
judul Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus 
,Belanja Modal terhadap Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Halmahera utara. 
Variabel independen yang digunakan PDRB, sedangkan variabel 
Independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja 
Modal Alat analisis yang digunakan yaitu Untuk mengestimasi parameter 
model yang akan diangkat yaitu metode Ordinary Least Square (common 
effect), Hasilnya bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus 
berpengaruh negartif dan tidak signifikan ,sedangkan Belanja Modal 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
dengan koefisien sebesar < 0,05. 
Hariyadi (2014) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bali. Merupakan menggunakan analisis jalur (Path analysis). 
Adapun hasilnya adalah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal, 
Belanja Modal tidak berpengaruh sigmifikan terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Jadi Pendapatan Asli Daerah 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 
Jayanti (2013) dengan judul Pengaruh Belanja Modal ,Pendapatan Asli 
Daerah terhadap Pendapatan Per Kapita studi pada Pemerintah Kabupaten/ 
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Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011 dimana Variabel Dependen : 
Pendapatan Per Kapita, Independen : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal 
dimana Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Pendapatan Per Kapita, sedangkan Belanja Modal secara Parsial berpengaruh 
negatif dan signifikan  terhadap Pendapatan Per Kapita. 
Priambodo (2013), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Belanja Modal dan Tenaga Kerja  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ 
Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dimana Variabel Dependen: 
Pertumbuhan Ekonomi, Independen : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal 
dan Tenaga Kerja dimana Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Per Kapita, sedangkan 
Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap . dengan 
judul Pengaruh Belanja Modal ,Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan 
Per Kapita studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2009-2011 dimana Variabel Dependen : Pendapatan Per Kapita, 
Independen : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dimana Pendapatan Asli 
Daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Per Kapita, 
sedangkan Belanja Modal secara Parsial berpengaruh negatif dan signifikan  
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
Adapun relevansi / keterkaitan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu yaitu pengembangan dimana pada penelitian terdahulu yakni 
penelitian Nuraeni (2015) Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus terhadap Produk Domestik 
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Regional Bruto dari tahun 2009-2013 sedangkan kesamaan variabel dari 
Penelitian Terdahulu dengan yang sekarang yaitu variabel Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto. dimana 
terdapat variabel lain dan tahun yang membedakan dalam penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu yakni terdapat variabel Belanja Modal yang mana 
penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel tersebut dan penelitian ini 
menggunakan tahun 2011-2015 
B. Landasan Teori 
Dimana studi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tidak luput dari adanya Penerimaan dan Pengeluaran dimana tentu tidak dapat 
mengabaikan beberapa kajian yang juga menghadirkan otonomi daerah serta 
desentralisasi fiskal dimana keduanya juga akan membawa konsekuensi 
tersendiri bagi pemerintah daerah dimana pemerintah daerah harus dapat lebih 
mandiri baik dari sistim pembiayaan maupun dalam menentukan arah 
pembangunan daerah sesuai dengan keutamaan dan kepentingan masyarakat di 
daerah. Selain itu adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
memberidampak dimana perlunya dilakukan reformasi keuangan daerah dan 
yang perlu di reformasi dalam penelitian ini yakni penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah daerah dimana sumber sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang di ambil dalam penelitian yakni meliputi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Belanja Modal. 
Selain itu Isu yang perlu diperhatikan untuk study lanjutan guna memperkuat 
keyakinan terhadap hasil penelitian ini yakni Produk Domestik Regional Bruto 
dimana Pembangunan Ekonomi juga merupakan suatu fungsi dari banyak 
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variable seperti struktur hukum dan kebebasan ekonomi, tingkat tabungan, 
perilaku investasi, akumulasi modal, human capital, pengembangan teknologi 
dan sebagainya. 
1. Produk Domestik Regional Bruto 
Di dalam suatu Negara dapat dilihat bahwa sudah lama menjadikan 
pertumbuhan ekonomi sebagai suatu target ekonomi, perumbuhan 
ekonomi sendiri selalu menjadi factor yang sangat penting dalam 
keberhasilan suatu perekonomian Negara dalam suatu jangka panjang. 
Pertumbuhan ekonomi sendiri juga sangat dibutuhkan dan dianggap 
sebagia sumber peningkatan standar hidup dimana jumlah penduduk yang 
terus semakin meningkat. Dimana Pendududk yang jumlahnya semakin 
meningkat dapat dikatakan sebagai economic development is growth plus 
change atau pembangunan ekonomi (Sukirno, 2004:6) 
Salah satu indikator yang umum yang digunakan untuk 
menentukan suatu keberhasilan pembangunan ekonomi sendiri tidak lain 
yaitu pertumbuhan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga dapat 
digunakan sebagai suatu ukuran atas suatu perkambangan atau kemajuan 
didalam perekonomian suatu Negara atau wilayah dimana berkaitan erat 
dengan atifitas kegiatan ekonomi masyarakat yang dikhususkan dalam 
peningkatan suatu produksi barang dan jasa. Selain itu peningkatan 
tersebut diharapkan akan memebri triccle down effect dimana sudah 
sewajarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target 
dalam pencapaian pembangunan di suatu wilayah maupun daerah 
(Kuncoro, 2010:5). 
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Suatu kinerja dalam perekonomian suatu daerah dapat dikatakan 
baik ditentukan dengan salah satu indicator makro ekonomi, dimana dalam 
melaksanakan suatu pembangunan didaerah dapat ditentukan atau dapat 
diukur melalu pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), sedangkan untuk di tingkat nasional digunakan Produk 
Domestik Bruto (PDB) Rill . Produk Domestik Regional Bruto sendiri 
merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu suatu 
periode tertentu sedangkan yang dimaksud Produk Domestik Bruto sendiri 
yakni nilai dari suatu barang dan jasa dimana dihasilkan dalma suatu 
Negara dengan jangka waktu satu tahun tertentu dengan menggunakan 
factor produksi milik warga Negaranya dan penduduk di Negara lainnya 
(Sukirno,2004:36)  
Produk Domestik Regional Bruto atau Pertumbuhan Ekonomi 
diwilayah (daerah) yakni sebagai pertambahan dalam pendapatan 
masyarakat yang terjadi di daerah, pertambahan tersebut berupa kenaikan 
seluruh nilai tambah (Value Added) yang terjadi di suatu wilayah (Daerah) 
tersebut, pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai Rill dan 
dinyatakan dengan harga konstan (Tarigan,2004:36) 
Suatu proses dalam peningkatan kapasitas produktif di dalam suatu 
perekonomian dengan secara terus menerus atau berkesinambungan 
sepanjang waktu sehingga dapat menghasilkan peningkatan pendapatan 
dan output nasional yang semakin lama semakin besar merupakan 
pertumbuhan ekonomi (Smith,2006) 
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Terdapat bebrapa pendekatan teori klasik yang menjelaskan 
pembangunan ekonomi yaitu teori tahapan linier dan pembangunan 
ekonomi sebagai pertumbuhan, model perubahan structural, revolusi 
ketergantungan internasional. Ada dua teori yang dapat dikemukakan atau 
dikelompokkan dalam teori tahapan linier dan pembangunan sebagai 
pertumbuhan yaitu teori pertumbuhan rostow dan teori pertumbuhan 
Harrod-Domar (Todaro, 2011). 
Tahapan Pertumbuhan Rostow, pendukung paling berpengaruh dari 
model pembangunan tahapan pertumbuhan (stages of growth model of 
development) menurut Rostow bahwa transisi dari keterbelakangan ke 
perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap 
yang harus dilalui semua Negara atau sebuah Negara bergerak melalui 
tahapan berurutan dalam upaya mencapai kemajuan. Selanjutnya yakni 
model pertumbuhan Harrod-Domar menyatakan bahwa setiap 
perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya, untuk 
sekedar mengganti barang-barang modal yang habis atau rusak (gedung, 
peralatan, dan bahan-bahan), akan tetapi untuk bisa tumbuh diperlukan 
adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan 
modal. Dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat 
pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan 
berkaitan dengan rasio tabungan. Salah satu strategi utama pembangunan 
yang diperlukan untuk dapat lepas landas adalah mobilisasi tabungan 
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dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi yang cukup guna 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2011).  
Produk Domestik Regional Bruto menjadi prioritas utama 
pemerintah daerah bahwa perkembangan dari kegiatan perekonomian 
dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang 
semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Selain 
itu dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian 
yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat 
bertambah dan kemamkmuran masyarakat meningkat. Pemerintah dalam 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan 
meningkatnkan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan, perbaikan 
infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun 
fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun local, 
menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi 
lingkungan dengan diserahkan kewenangan kepada pemerintah daerah 
diharapkan pelayanan masyarakat dapat semakin efisien pada gilirannya 
juga akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2011). 
Dalam kesuksesan suatu daerah tidak dapat dipungkiri dengan 
adanya pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur 
menggunakan Produk Domestik Regional Bruto , sedangkan yang 
dimaksud Produk Domestik Regional Bruto sendiri merupakan nilai bersih 
barang jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi 
disuatu daerah dalam periode. Produk Domestik Regional Bruto dapat 
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menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya 
alam yam dimiliki suatu daerah tersebut dimana besarnya Produk 
Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh masing-masing daerah juga 
sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah 
tersebut, selain itu terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan 
besaran Produk Domestik Regional Bruto bervariansi antar daerah. Dalam 
suatu Perekonomian suatu Negara ataupun Daerah terdapat beberapa 
sektor yang masing masing sektor bergantung pada sektor yang lainnya  
baik bahan mentah maupun olahan atau hasil akhirnya (Sasana,2006). 
Produk Domestik Regional Bruto merupakan statistika 
perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran 
tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yakni 
PDB bahwasanya PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah 
yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu, atau 
jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 
ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 
setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai 
tambah barang dan jasa tersebut uang dihitung menggunakan harga yang 
berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga 
berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi 
sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
ekonomi dari tahun ke tahun . (Sukirno,2000: 8) 
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Secara umum pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang 
bersifat kuantitatif dan bisanya dihitung dengan menggunakan Produk 
Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan nilai akhir pasar dari barang akhir 
dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu 
tertentu dan biasanya satu tahun , untuk menghitung pertumbuhan 
ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB atau Produk Domestik 
Regional Bruto digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting 
adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah 
tersebut akan sama dengan nilai nominal dari konsumsi, investasi, 
pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa serta export netto. 
(Sukirno,2010: 8) 
Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indicator 
penting dalam mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah, Produk 
Domestik Regional Bruto merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh 
seluruh unit usaha dalam satu regional atau provinsi. Produk Domestik 
Regional Bruto sendiri dibedakan menjadi dua yakni Produk Domestik 
Regional Bruto harga berlaku dan harga konstan (Rahardja,2011). 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 
merupakan jumlah nilai produksi atau pengeluaran pendapatan yang di 
hitung menurut harga tetap, dengan cara menilai kembali dan 
mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan 
menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin 
tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya. 
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Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 
jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di 
suatu wilayah yang dimaksud yakni nilai yang ditambahkan kepada barang 
dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai 
input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa atas ikut 
sertanya faktor produksi dalam proses produksi (Rahardja,2011). 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Tujuan adanya Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sendiri 
yakni untuk meningkatkan kemandirian suatu daerahnya. Kemandirian 
suatu daerah sendiri sangat tergantung pada kemampuan suatu daerah 
dalam mengelola besarnya Pendapatan Asli Daerah . Pendapatan Asli 
Daerah sendiri yakni pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. 
Pendapatan asli daerah sendiri merupakan pendapatan daerah yang 
didapatkan atau bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah , 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-
lain yang sah (Yani : 2002). Sedangkan dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 
2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa terdapat 
bebrapa sumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari: 
1) Pajak Daerah 
2) Retribusi Daerah 
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri juga dapat diartikan sebagai 
pendapatan asli daerah yang digalih oleh potensi daerahnya sendiri. 
Berbicara mengenai sumber sumber pendapatan asli daerah tidak dapat 
dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah 
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2004:94) 
Kelompok Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat 
jenis pendapatan diantaranya yakni : 
1) Pajak Daerah sendiri yakni iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah sesuai UU 
Nomor 34 Tahun 2000 daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam 
menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan 
jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria 
yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga 
adanya criteria yang telah ditetapkan UU bagi Kabupaten / Kota 
diantaranya yakni : 
a. bersifat Pajak dan bukan Retribusi 
b. Objek Pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten / 
Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup 
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rendah serta hanya melayani masyarakat yang di wilayah 
bersangkutan. 
c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum. 
d. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek 
pajak pusat. 
e. potensinya memadai. 
f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 
g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 
h. menjaga kelestarian lingkungan. 
Selain itu terdapat dua jenis Pajak Daerah yakni Pajak Provinsi dan 
Pajak Kabupaten / Kota .Dimana Jenis Pajak Provinsi diantaranya 
meliputi: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah 
Pajak atas Kepemilikan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 
air. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan 
kendaraan di atas air sebagai sebagai akibat dua pihak. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas bahan 
bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk bermotor. 
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d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan yang 
digunakan orang Pribadi atau Badan. 
Selanjutnya yakni Jenis Pajak Daerah Kabupaten / Kota meliputi 
: 
a) Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan Hotel. 
b) Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan Restoran. 
c) Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan berupa 
semua jenis pertunjukkan. 
d) Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame berupa 
benda, alat, media yang bentuk dan coraknya digunakan untuk 
tujuan komersial. 
e) Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas Penggunaan tenaga 
Listrik. 
f) Pajak Pengambilan bahan galian golongan C adalah Pajak 
Kegiatan Pengambillan Bahan galian golongan C sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
g) Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 
tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. 
2) Retribusi Daerah , Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan diantaranya yakni : 
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a. Retribusi Jasa Umum, retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 
b. Retribusi Jasa Usaha, retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
c. Retribusi Perizinan tertentu, retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 
3) Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, hasil 
pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 
di pisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan 
diantaranya : 
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah 
BUMD. 
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara 
BUMD 
c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat. 
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4) Lain-lain PAD yang sah, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah 
yang berasal dari lain-lain PAD yang sah, pendapatan ini merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening 
ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang 
disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi : 
a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 
b. Jasa giro 
c. Pendapatan bunga 
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 
e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 
dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah 
f. Penerimaan keuangan dari selisish nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing 
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan  
h. Pendapatan denda pajak 
i. Pendapatan denda retribusi 
j. Pendapatan ekseskusi atas jaminan 
k. Pendapatan dari pengembalian 
l. Fasilitas sosial dan umum 
m. Pendapatan dari penyelengaraan pendidikan pelatihan 
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n. Pendapatan dari angsuran cicilan penjualan (Halim,2004) 
3. Dana Otonomi Khusus 
Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk 
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti yang telah 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi khusus Provinsi Papua, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 
pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi 
provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yani ;2002;333) 
Otonomi Khusus sendiri juga diperuntukan dalam penyesuaian 
beberapa daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Umum lebih kecil 
dari tahun anggaran sebelumnya, serta untuk membantu daerah dalam 
melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusaat. Alokasi Dana Otonomi 
Khusus sendiri dihitung berdasarkan presentase yang besarnya setara 
dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang ditetapkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (AOBN) tiap tahunnya. 
Dana Otonomi Khusus sendiri di Indonesia terdiri dari : 
1) Dana Otonomi Khusus Papua 
2) Dana Otonomi Khusus Papua Barat 
3) Dana Otonomi Khusus Aceh 
4) Dana tambahan Infrastruktur Papua 
5) Dana tambahan Infrastruktur Papua Barat 
6) Mulai tahun 2014 akan ada dana keistimewaan Provinsi DIY 
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Dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban dasar 
rakyat, rancangan Undang-Undang Otonomi khusus dikembangkan dan 
dilaksanakan dengan berpedoman pada jumlah nilai-nilai dasar. Karena 
itulah nilai-nilai dasar yang dimaksudkan merupakan prinsip pokok yang 
selanjutnya diharapkan akan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi 
pelaksanaan otonomi Khusus. Terdapat tujuh nilai-nilai Otonomi Khusus 
yakni : 
a) Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli 
b) Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi 
c) Penghargaan terhadap etika dan moral 
d) Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia 
e) Penegakan supermasi hukum 
f) Penghargaan terhadap pluralism 
g) Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara 
Selain itu semenjak Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 
mengenai otonomi khusus bagi provinsi papua diundangkan dalam 
lembaran Negara maka Provinsi menjadi provinsi yang memiliki 
kewenangan otonomi khusus. Landasan konsitusional diberikannya 
kewenangan tersebut melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hubungan 
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten 
/ kota diatur dengan undang undang yang memperhatikan kekhususan dan 
keragaman suat daerah tersebut. 
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Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2001 dan 
perubahannya yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2008, bahwa 
kebijakan pembagian dana dalam rangka otonomi khusus sebagai berikut 
1) Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon 
Dana Alokasi Umum Nasional yang terutama ditujukan untuk 
pembiayaan pendidikan dan kesehatan 
2) Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi 
khusus yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan provinsi. Dana 
tersebut dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun 
seluruh Kabupaten / kota Provinsi. 
Menurut Undang- Undang Nomor 18 tahun 2006 Selain itu dana 
otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai 
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Selanjutnya yakni adanya 
perubahan atas Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua Nomor 25 tahun 
2013 mengenai pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan Dana 
Otonomi Khusus. Pasal 1 menyatakan bahwa penerimaan Dana Otonomi 
Khusus sebagaimana yang dimaksud pasal 5 yakni Dana dalam rangka 
Otonomi Khusus setara 2% Dana Alokasi Umum Nasional, setelah 
dikurangi dengan pembiayaan program strategis lintas Kabupaten/Kota 
yang dimaksud dalam pasal 7 yakni pembagian penerimaan Dana Otonomi 
Khusus sebagaimana yang dikurangi dengan kebutuhan dana untuk 
program strategis lintas Kabupaten/Kota yang dibagi dengan proporsi 20% 
untuk Provinsi Papua dan 80% untuk Kabupaten/Kota Provinsi Papua. 
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a. Otonomi Khusus di Provinsi Papua    
Sebagaimana yang diuraikandalam dalam penjelasan dalam 
Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua bahwa yang dimaksud Provinsi Papua yakni Provinsi yang 
sebelumnya bermana Irian Jaya yang diberi status Otonomi Khusus, yang 
merupakan bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dapat ditegaskan bahwa Otonomi Khusus bagi papua yakni pemberian 
kewenangan yang lebih luas bagi provinsi Papua untuk mengatur dan 
mengurus diri sendiri. Kewenangan yang lebih luas berarti pula untuk 
menyelengarakan pemerintahan mengatur pemanfaatan kekayaan alam 
yang diperuntukan untuk kemamkmuran Provinsi Papua termasuk 
memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui 
para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. 
Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan 
daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai 
kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan 
budaya serta lingkungan alam Papua yang tercermin melalui perubahan 
nama irian jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera 
daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua 
dan pengakuan terjhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat dan 
hukum adat. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar : 
1) Penyelenggaraan, Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua dapat 
memenuhi rasa keadilan 
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2) Mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat 
3) Mendukung terwujudnya penegakan hukum 
4) Menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi 
Papua khususnya masyarakat asli Papua 
Selain itu Dana Otonomi khusus papua pada dasarnya ditunjukan 
untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi 
Papua dalam mewujudkan keadilan, penegakan supermasi hukum, 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan 
ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua 
dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi 
lain di Indonesia.(Yani,2002). 
4. Belanja Modal  
Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang 
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau 
kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat 
rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi 
umum. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri pasal 53 yat 1 
menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 50 huruf c yakni digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka pembelian / pengadaan pembangunan asset tetap berwujud yang 
mempunyainilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah peralatan, 
gedung jalan dan asset tetap lainnya. Belanja modal, yaitu biaya yang 
dikeluarkan untuk pembelian barang-baarng modal yang digunakan dalam 
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pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan 
kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, software, dan sebagainya 
(Mahmudi,2010:96). 
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan 
dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya 
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi 
batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 
pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan 
seharisuatu satuan kerja bukan untuk dijual (PMK No.91/PMK.06/2007). 
Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal 
merupakan bagian dari kelompok belanja daerah, yang memiliki 
pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / 
pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 
manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dengan 
adanya belanja modal tersebut diharapkan adanya multipier effect, secara 
makro dan mikro bagi perekonomian nasional indonesia, dan khususnya 
bagi daerah. (Halim,2014:228) 
Menurut (Halim,2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran 
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan 
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untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu  peralatan, 
bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. 
Belanja modal  dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama : 
a. Belanja modal tanah 
Belanja Modal Tanah yakni pengeluaran atau biaya yang 
digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, 
balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, 
pematangan tanah, pembuatan setifikat dan pengeluaran lainnya 
sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang 
dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
b. Belanja modal peralatan dan mesin 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau 
biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, 
peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor 
yang memberikan manfaat lebih dari 12 ( dua belas) bulan dan sampai 
peralatan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap. 
c. Belanja modal gedung dan bangunan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan yakni pengeluaran atau 
biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, pergantian dan 
termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengelolaan pembangunan 
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 
bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 
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Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran 
atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambaham, 
penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan 
dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 
pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas 
sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud kondisi siap dipakai. 
e. Belanja modal fisik lainnya. 
Belanja Modal Fisik Lainnya yakni pengeluaran atau biaya yang 
di gunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan 
pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang 
tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan 
jaringan, termasuk dalam belanja ini yakni belanja modal kontrak 
sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan 
barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan 
jurnal ilmiah. 
Sedangkan menurut (Halim,2014:235) Belanja modal di daerah, 
yang merupakan salah satu kelompok belanja daerah berdasarkan 
jenisnya, memegang peranan yang sangat penting terhadap 
pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, karena dengan melakukan 
kegiatan belanja modal di asumsikan akan membawa multiplier effect 
bagi perekonomian suatu masyarakat dengan cara membangun jalan, 
jembatan, pabrik, dan sebagainya.  
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Berdasarkan Peraturan yang baru yaitu Pemendagri No. 59 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
klasifikasi belanja dalam sistim anggaran diperbaiki dengan belanja 
tidak lansung dan belanja langsung. 
Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait langsung 
dengan program dan kegiatan. 
1) Belanja tidak langsung dirinci lagi menurut jenis, objek dan rincian 
objek belanja. Adapun jenis belanja tidak langsung terdiri atas : 
a) Belanja Pegawai dengan objek belanja seperti : gaji dan 
tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja 
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, biaya 
pemungutan pajak daerah. 
b) Belanja Bunga 
c) Belanja subsidi 
d) Belanja bantuan keuangan 
e) Belanja bantuan sosial 
f) Belanja tidak terduga 
2) Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan 
program dan kegiatan. Sama halnya dengan belanja tidak langsung, 
belanja langsung juga dirinci menjadi jenis, objek, dan rincian 
objek belanja. Jenis belanja langsung meliputi : 
a) Belanja pegawai dengan objek meliputi : Honorarium 
PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Belanja 
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Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, 
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS. 
b) Belanja barang dan jasa dengan objek belanja antara lain : 
Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, 
Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja 
Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak da 
Penggandaan, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Parkir, 
Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, 
Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor, 
Belanja Makanan dan Minuman, Beanja Pakaian Dinas 
dan Atribut, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian 
Khusus dan Hari tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, 
Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemulangan 
Pegawai. 
3) Belanja Modal dengan Objek belanja meliputi : Belanja Pengadaan 
Tanah, Belanja Pengadaan alat-alat Berat, Belanja Pengadaan alat-
alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Pengadaan alat-alat 
Angkutan Darat Tidak Bermotor, Belanja Pengadaan alat-alat 
Angkutan di Air Bermotor, Belanja Pengadaan alat-alatAngkutan 
di Air Tidak Bermotor, Belanja Pengadaan alat-alat Angkutan 
Udara, Belanja Pengadaan alat-alat Bengkel, Belanja Pengadaan 
Alat alat Pengolahan Pertanian dan peternakan, Belanja Pengadaan 
Peralatan Kantor, Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor, 
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Belanja Pengadaan Komputer, Belanja Pengadaan Mebel, Belanja 
Pengadaan Peralatan Dapur, Belanja Pengadaan Penghias 
Ruangan, Belanja Pengadaan alat-alat Studio, Belanja Pengadaan 
alat-alat Komunikasi, Belanja Pengadaan alat-alat Ukur, Belanja 
Pengadaan alat-alat Kedokteran, Belanja Pengadaan alat-alat 
Laboratorium, Belanja Pengadaan Kontruksi Jalan, Jembatan, 
Jaringan Air, Belanja Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan 
Hutan Kota, Belanja Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon, 
Belanja Pengadaan Kontruksi/ Pembelian Bangunan, Belanja 
Pengadaan Buku / Kepustakaan, Belanja Pengadaan barang 
bercorak kesenian dan kebudayaan, Belanja Pengadaan Hewan / 
Ternak dan Taman, Belanja Pengadaan Alat-Alat Persenjataan / 
Keamanan. 
5. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik 
Regional Bruto  
Menurut (Adi et.al., 2007) dalam (Brata, 2004) Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi ataupun Produk 
Domestik Regional Bruto yakni Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi 
pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Semakin tinggi Pendapatan Asli 
daerah suatu wilayah maka akan meningkatkan ketergantungan fiskal 
daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang . 
Pendapatan perkapita atau adanya pertambahan Produk Dometik 
Regional Bruto merupakan suatu kemampuan masyarakat untuk 
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membayar pengeluarannya yaitu membayar pajak. Semakin besar tingkat 
pendapatan perkapitannya maka akan mempunyai hubungan yang positif 
terhadap penerimaan pajak, dengan begitu maka pendapatan asli daerah 
akan meningkatkan seirin dengan kenaikan pendapatan per kapita 
masyarakat. Apabila pendapatan terus meningkat dan kemauan membayar 
pajak semakin meningkat pula maka akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. karena secara umum pajak memberikan kontribusi terbesar 
terhadap penerimaan daerah (Mahmudi,2010). 
Selanjutnya yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus 
berdampak pada perekonomian daerah selain itu keberhasilan peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah tidak hanya diukur melalui jumlah yang diterima 
melainkan juga diukur melalui perannya guna mengatur suatu 
perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. 
Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan 
mendapatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah 
seharusnya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi 
lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah secara signifikan menunjjukan kemampuan daerah dalam 
memenuhi kebutuhannya serta memamkmurkan masyarakatnya. 
Masyarakatlah yang kemudian dapat merangsang peningkatan ekonomi 
regional dengan melakukan belanja (Halim,2004,32-41). 
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Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan 
Pendapatan asli daerah sehingga komposisi pendapatan asli daerah sebagai 
penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah 
yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak 
menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran 
(Tambunan,2006).  
Teori Keynes menerangkan bahwasanya permintaan agregat akan 
menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Dalam analisisnya lebih 
menekankan kepada pengeluaran masyarakatnya karena menganggap 
bahwa tingkat kegiatan ekonomi tersebut ditentukan oleh tingkat 
pengeluaran seluruh masyarakat dan bukan kepada kesanggupan barang-
barang modal untuk memproduksi barang-barangnya. Selain itu maka 
dalam menganalisis penanaman modal kegiatan tersebut dipandang 
sebagai tindakan untuk memperbesar pengeluaran masyarakat. Adapun 
sumber pembelanjaan daerah yakni pendapatan asli daerah yang 
bersumber dari daerah, sumber pendapatan pemerintah mempunyai 
hubungan yang sejajar terhadap pengeluaran masyarakat, apabila 
pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki daerah tersebut 
akan meningkat pula sehingga setiap Pemerintah Daerah akan berinisiatif 
dalam menggali potensi daerah yang dimilikinya (Sukirno,2006). 
6. Hubungan Dana Otonomi Khusus Dengan Produk Domestik Regional 
Bruto 
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Menurut (Yani,2007) yakni Apabila Dana Otsus dikelola dengan 
baik maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana 
otonomi khusus diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua 
bertujuan member wewenang yang lebih luas terhadap Provinsi Papua 
yang berartikan seharusnya Provinsi Papua mampu mengelola atau 
memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Provinsi Papua guna 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sendiri dan 
mampu bersaing dengan Provinsi - Provinsi lainnya. 
Secara teoritis pembangunan di dalam suatu pemerintahan suatu 
daerah guna melakukan percepatan suatu pembangunan. Harus disadari 
keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan melalui dana 
otonomi khusus oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai 
komponen pembangun di suatu daerah di tunjukkan oleh sejau mana 
daerah tersebut mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah 
dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini sangat relevan 
dengan sejauh mana akumulasi produktifitas pembangunan yang 
dijalankan dalam memanfaatkan dana otonomi khusus. Sumber 
pembiayaan besar yang sifatnya terbatas seharusnya dapat dimanfaatkan 
oleh seluruh komponen dengan mengedepankan prioritas pembangunan, 
harus disadari keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan 
melalui dana otonomi khusus oleh pemerintah, swasta dan masyarakat 
sebagai komponen pembangunan. Dalam rangka mempercepat pemerataan 
laju pertumbuhan ekonomi antar daerah, desa dan kota senantiasa 
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ditingkatkan dan diarahkan pemanfaatannya selain untuk menunjang 
penyediaan sarana dan prasarana dasar masing-masing daerah, pentingnya 
dana atau uang dalam pembangunan ekonomi menyebabkan pengeluaran 
pembangunan dianggap sebagai varabel yang mempengaruhinya. Dapat 
dikatakan bahwa pengeluaran guna untuk pembangunan ekonomi dapat 
berpengaruh dan apabila digunakan dengan baik maka akan memberikan 
kontribusi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi sebaliknya apabila 
penggunaan dana tersebut digunakan dengan kurang baik atau efisien 
maka berdampak kurang baik atau buruknya terhadap konsisi ekonomi 
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Raahardja, 2011). 
7. Hubungan Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto 
Desentralisasi fiskal yang telah terwujud dalam bentuk keleluasaan 
Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana desentralisasi yang 
mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja khususnya untuk 
mendorong pembangunan dengan adanya desentralisasi diberikannya 
kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada 
prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dak efektif. Dengan hal 
tersebut Pemerintah Daerah yang seharusnya lebih tahu kebutuhan 
masyarakatnya dibandingkan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi sumber 
daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan lebih responsif dan 
menjawab kebutuhan masyarakat selain itu belanja modal yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah berkontribusi pada perekonomian yakni terdapat 
dua tahap , tahap pendek dimana melalui belanja material dan penyerapan 
tenaga kerja dan jangka panjang melalui angka pengganda pada sektor 
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swasta yang turut berperan dalam perekonomian, dengan adanya 
pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur seharusnya dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Teori Keynes menyatakan bahwa penambahan jumlah belanja 
modal setiap daerah agar pembangunan terus berkembang dengan baik . 
dengan adanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh 
pemerintah daerah maka mempunyai dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah karena semakin bagus prasarana yang ada di 
daerah seperti jalan khususnya maka akan membantu terlaksananya 
perekonomian yang stabil dan terus berkembang dengan begitu maka akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut (Sukirno,2006) 
Hubungan adanya belanja modal dengan Produk Domestik 
Regional Bruto, secara teoritis pengeluaran pemerintah berupa belanja 
modal yang lebih besar cenderung mengurangi produk domestik regional 
bruto, pertama disebabkan kegiatan pemerintah sering dilakukan tidak 
dengan efisien, kedua proses pengaturan yang memberikan beban 
berlebihan dan biaya pada sistim ekonomi, ketiga banyak kebijakan fiskal 
dan moneter pemerintah cenderung mendistorsi insentif ekonomi dan 
produktifitas yang lebih rendah dari sistim, belanja modal juga dapat 
dikatakan sangat kecil walaupun sejak dilakukannya desentralisasi ataupun 
otonomi daerah, pengeluaran daerah infrastruktur meningkat, sementara 
pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur sementara pemerintah 
daerah tidak menambah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur di 
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daerah maka terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur dan dapat 
manghambat kelancaran pertumbuhan ekonomi. 
Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian 
dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 
jalnnya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen 
anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) untuk daerah atau 
regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka 
menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan 
memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi ( Sukirno,2000) 
Salah satu pengeluaran pemerintah yakni belanja modal dimana 
memiliki pengertian bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan asset 
tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal terdiri dari beberapa  termasuk belanja tanah, 
belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja 
modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya dan belanja 
asset lainnya( Halim,2007). 
Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan 
ekonomi dimana yang pertama, akumulasi modal yang meliputi semua 
bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan 
fisik dan sumber daya manusia. Kedua yakni pertumbuhan penduduk yang 
beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan 
angkatan kerja. Ketiga yakni kemajuan teknologi, asset tetap yang dimiliki 
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sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam 
memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, untuk menambah 
asset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk 
Anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi  belanja modal ini 
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. 
Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah 
jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di 
daerahnya. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap 
pemerintah daerah yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap 
lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya belanja 
modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat 
yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. 
Selain itu meningkatnya belanja modal diharapkan menjadi faktor 
pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (Halim,2004,48). 
C. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan penelitian terdahulu, dimodifikasi dengan mengacu pada 
keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yakni 
penerimaan dan pengeluaran dalam Penelitian ini mengambil beberapa 
Variabel yang digunakan yaitu : Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X1, 
Dana Otonomi Khusus sebagai variabel X2 dan Belanja Modal sebagai 
variabel X3 yang akan mempengaruhi Produk Domestik Regionak Bruto 
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sebagai variabel Y. Penelitian ini menggunakan tiga (3) variabel independen 
serta satu (1) variabel dependen. Adapun yang menjadi Kerangka Pemikiran 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
D. Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang 
adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan 
(kusmayadi dkk.,2000), dalam arti hipotesis dapat diubah, diganti dengan 
hipotesis lain yang yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis 
yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang 
digunakan. Maka hipotesis untuk penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:  
1. Ha :diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-
2015 
DANA PERIMBANGAN 
BELANJA MODAL (X3) 
DANA OTSUS 
(X2) 
PENERIMAAN APBD 
Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Y) 
PAD (X1) 
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2. Ha :diduga Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-
2015 
3. Ha :diduga Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-
2015. 
